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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 

anak adalah sumber daya manusia. Anak-anak ini memiliki kemampuan yang luar 

biasa dan merupakan penerus semangat perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran 

strategis dan memiliki sifat dan ciri unik. Oleh karena itu, mereka memerlukan 

pelatihan dan perlindungan agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan 

sosial mereka tetap konsisten, selaras, dan seimbang..1. 

Definisi anak menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang berusia antara 12 hingga 18 

tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, Pasal 1 ayat (4) juga mengatur 

bahwa Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana..2”  

Oleh karena itu, hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 

harus dijamin, dilindungi, dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

negara, dan pemerintah sebagai negara ideologis yang mengutamakan kemanusiaan 

dan kebangsaan. Indonesia mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan, melalui Keputusan Presiden 

 
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak 
2 Leden Marpaung. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Jakarta: Sinar Grafika Hlm  64 
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Nomor 36 Tahun 1990,menjadi anggota Konvensi Hak Anak.Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki kelemahan, tetapi itu menarik 

perhatian masyarakat pada anak-anak yang bermasalah hukum. Perdebatan tentang 

sistem peradilan anak terjadi pada 2012 dan 2013.  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan disahkan oleh DPR pada 

3 Juli 2012.3 

Karena aturan ini, masih banyak kasus yang mengancam keamanan anak di 

Indonesia, seperti perdagangan anak dan kekerasan pada anak. Banyak faktor yang 

memengaruhi kemungkinan suatu tindak kejahatan terjadi. Orang sering menyimpang 

dari standar, terutama hukum. Secara umum, ada beberapa faktor yang memengaruhi 

tindakan kriminal. Faktor pertama berasal atau ada dalam diri si pelaku, yang berarti 

bahwa yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan itu berasal dari dalam 

diri mereka sendiri, seperti penyakit jiwa atau faktor keturunan. Faktor kedua berasal 

atau ada di luar diri si pelaku. Menurut Andi Hamzah, sumber pengaruh yang 

mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan berasal dari luar.. .4 

 Salah satu tindak kejahatan yang semakin marak terjadi di Indonesia adalah 

pelecehan seksual terhadap anak sesama jenis. Pelecehan seksual terhadap anak 

sesama jenis merupakan perbuatan yang sangat mengkhawatirkan dan memperoleh 

perhatian yang luas dari masyarakat. Menurut R. Soeshiro, "Tindak pidana 

pencabulan adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau merupakan 

 
3 M.Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm .27 
4 Andi Hamzah. 2005. Hukum Pidana dan Acara Pidana.Cet 5. Jakarta: Ghalia Indonesia, 

hlm. 64 
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perbuatan yang tidak pantas yang berhubungan dengan kepuasan seksual, seperti 

berciuman atau meraba-raba bagian tubuh tertentu, yang umumnya dilakukan oleh 

anak-anak. Anak-anak yang melakukan tindakan seksual tersebut akan mengalami 

dampak yang sangat buruk.".5 

Pelecehan anak merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan. Dalam KUHP, 

kejahatan percabulan dikategorikan sebagai kejahatan moral. Terdapat berbagai 

macam bentuk kejahatan yang melanggar moral, dan tindak pidana yang melanggar 

moral diatur dalam KUHP. Ketentuan yang terdapat dalam bab ini memiliki peraturan 

yang berbeda antara persetubuhan dan percabulan. Persetubuhan diatur dalam StGB § 

284 hingga StGB § 288, sedangkan percabulan diatur dalam StGB § 289 hingga § 

296. Ini merupakan undang-undang yang berbeda, selain diatur dalam KUHP. 

Menurut UUPA, kejahatan terhadap moral dapat dilakukan baik oleh anak sebagai 

pelaku maupun anak sebagai korban. Dalam UUPA, persetubuhan dan percabulan 

diatur berbeda dalam Pasal 81 dan 82 UUPA serta mempunyai akibat hukum yang 

berbeda. Hubungan seksual didefinisikan dalam pasal 81 UUPA yang berarti 

penipuan dengan sengaja, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 

melakukan hubungan seksual dengan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan 

pelecehan seksual diatur dalam Pasal 82 UUPA, dan kejahatan seksual meliputi 

kekerasan yang disengaja, ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Struktur 

 
5 R. Soesilo,. 1996. Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap 

Pasal Demi Pasal, Bogor:Politea, hlm. 212 
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masyarakat kita. Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan yang mempunyai 

akibat yang sangat mengerikan terutama bagi korbannya, karena pencabulan 

melanggar hak asasi manusia dan dapat merugikan harkat dan martabat manusia 

terutama jiwa, roh dan keturunannya. Saat ini tindak pidana pencabulan sedang marak 

terjadi di Indonesia. Korban kejahatan ini seringkali adalah anak-anak. 

Ada banyak jenis pelaku pelecehan seksual. Tindak pidana pencabulan 

biasanya dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang berbeda jenis kelamin. Namun 

beberapa faktor seperti lingkungan dan psikologi pelaku dapat mengarahkan hasrat 

seksual terhadap korban sesama jenis, terutama anak-anak korban pelecehan seksual 

sesama jenis. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan ini seringkali tidak 

menyadari bahwa dirinya adalah korban suatu kejahatan. Kemungkinan lainnya, 

anak-anak tersebut merasa takut terhadap pelaku dan mengancam agar tidak 

melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga atau orang lain. 

Penyebab pelecehan seksual sesama jenis berawal dari adanya penyimpangan 

seksual dari mereka yang tertarik secara seksual terhadap sesama jenis, dengan kata 

lain perilaku homoseksual. (Wanita yang tertarik pada wanita lain disebut lesbian). 

Hal ini mencakup perasaan terutama atau secara eksklusif secara emosional (kasih 

sayang, hubungan emosional) dan/atau tertarik secara seksual kepada orang yang 

berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik..6 

 
6 Anjar Nugroho. Pandangan Mengenai Homoseksual dalam pandangan hukum islam. 2007.  

http://pemikiranislam.wordpress.com. Diakses pada tanggal 15/07/2023 
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Tindak pidana pencabulan terhadap sesama jenis di bawah umur diatur dalam 

Pasal 292 KUHP. Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa kejahatan tersebut pasti 

dilakukan oleh orang yang berjenis kelamin sama, dan hal ini sering menyebabkan 

banyak orang menyebut seseorang yang menyukai laki-laki berjenis kelamin sama 

sebagai homoseksual, dan orang yang menyukai laki-laki berjenis kelamin sama 

menganggap hal tersebut sebagai lesbian kejahatan. Tindakan hubungan seksual. 

Namun ketentuan ini diberlakukan ketika pelaku melakukan aktivitas seksual sesama 

jenis dengan korban (anak atau korban yang mungkin dianggap belum dewasa 

menurut hukum pidana); Hanya jika dilakukan dalam kondisi paksaan atau non-

konsensual. Apabila pelaku hubungan seksual sesama jenis adalah orang dewasa 

menurut KUHP, maka ketentuan Pasal 292 KUHP tidak dapat dikenakan kepada 

pelaku, karena terdapat kesenjangan norma terkait perbuatan tersebut. 

Pasal 292 KUHP mengatur bahwa perbuatan tidak senonoh sesama jenis dapat 

disamakan dengan homoseksualitas, dan pelanggaran terhadap pasal ini hanya 

berlaku bagi pelaku homoseksual terhadap anak di bawah umur. Kejahatan 

pencabulan ini tidak hanya berlaku pada perbuatan yang biasa dilakukan oleh kaum 

homoseksual seperti anus atau persetubuhan melalui anus, tetapi juga perbuatan 

persetubuhan melalui mulut dan perbuatan menyentuh alat kelamin seperti oral seks. -

lainnya. Unsur selanjutnya adalah "elemen anak" yang berjenis kelamin sama dengan 

orang dewasa. Ketentuan pidana Pasal 292 KUHP sengaja dibuat untuk melindungi 
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anak di bawah umur dari perbuatan orang dewasa penyandang disabilitas seksual..7 

Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku sesama jenis 

merupakan permasalahan sosial yang menjadi perhatian besar masyarakat. Meskipun 

masyarakat modern telah dilindungi oleh nilai-nilai tradisional dan perlindungan 

hukum, namun insiden kekerasan terhadap anak masih saja terjadi. Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkirakan akan 

terjadi 29.883 kejadian kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2023. Dari 

jumlah tersebut, 18.175 anak-anak terbunuh. Lebih dari separuhnya, atau 54,3%, 

adalah korban kekerasan seksual. Artinya pada tahun 2022, terdapat 18.175 anak 

yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Data Kementerian PPPA juga 

menunjukkan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan meningkat sejak tahun 

2020. Pada tahun 2020, terdapat 11.278 anak yang menjadi korban kekerasan; jumlah 

ini meningkat menjadi 14.517 pada tahun 2021 dan mencapai 16.106 pada tahun 

2022. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah korban kekerasan pada anak dari 

tahun 2020 hingga 2023. 

Tabel jumlah anak sebagai korban kekerasaan seksual dari kurun waktu 2020-2023 

tahun Korban anak 

perempuan  

Korban anak 

laki laki 

Jumlah total korban 

2020 8.820 3.600 11.264 

 
7 P.A.F.Lamintang. 2009. Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma 

Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan,. jakarta: Sinar Grafika, hlm.175 
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2021 11.389 4.525 14.446 

2022 13.515 4.126 16.106 

2023 14.449 3.772 18.175 

Sumber.www.simfoni-ppa.com 

Salah satu kejadian yang menggemparkan adalah pencabulan terhadap 

seorang guru di salah satu pesantren di Ogun Ilir, Sumatera Selatan. Junainaidi, 22, 

guru pendidikan agama di sebuah pesantren di Kabupaten Ogun Ilir, provinsi 

Sumatera Selatan, ditangkap polisi atas tuduhan pelecehan seksual terhadap 12 santri 

Santoli. Enam di antaranya mengalami maskulinisasi dan mengalami nyeri di area 

genitalnya. Kapolres Hisar Sialagan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel 

didampingi Kapolres Masnoni dari Wakil IV Ditjen Renakuta Mako membenarkan, 

Junaidi tercatat sebagai warga Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU Timur . . 

Beliau adalah seorang guru di sebuah pesantren. Sebanyak 4.444 kasus pencabulan 

ini diketahui saat orang tua melaporkan anaknya menjadi korban pencabulan yang 

dilakukan guru di pesantren. “Orang tua siswa menduga anaknya mengeluh nyeri di 

area kemaluan. Setelah mendapat informasi lebih lanjut, korban mengaku menjadi 

korban pencabulan yang dilakukan gurunya. Peristiwa penganiayaan tersebut 

diketahui setelah orang tua mendapat laporan bahwa anaknya Anak itu pernah 

menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh seorang guru di sebuah pesantren. 

Saya menduga demikian. Setelah mendapat informasi lebih lanjut, korban 

menyatakan dirinya adalah korban pencabulan yang dilakukan gurunya. 4.444 kasus 
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lainnya dilaporkan di kota Prabumree di provinsi Sumatera Selatan. Seorang pria 

berusia 44 tahun berani melakukan pelecehan seksual sesama jenis, namun dikekang 

dan diancam ketika keponakannya sendiri hendak dianiaya. Insiden terakhir terjadi di 

kota itu pada tahun 2023. Harry Gunawan, seorang pendidik asal Prabumree, 

mempunyai pola pikir melakukan pelecehan seksual dan menyodomi murid-muridnya 

sendiri, dan pelaku pun melakukan aksinya, memuaskan nafsunya dengan mainan 

seks. . 4,444 Korban kejahatan biasanya menderita trauma psikologis dan fisik. 

Menyembuhkan trauma masa kecil sangatlah sulit. Pada akhirnya, sang anak menjadi 

semakin jahat dan penakut, bahkan di kemudian hari, setelah dewasa, ia bisa 

membalas dendam atas apa yang pernah dialaminya. Pelecehan seksual terhadap anak 

di bawah umur biasanya disebabkan oleh kurangnya kasih sayang orang tua, 

kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan seringkali pelakunya adalah orang terdekat 

korban. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin melakukan 

penelitian hukum lebih lanjut tentang keputusan Majelis Hakim dalam keputusan 

pengadilan negeri Palembang: Nomor 1812/Pid.sus/2021/PN Plg. “Pertimbangan 

Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

:1812/Pid.Sus/2021/Pn Plg Mengenai  Tindak Pencabulan Terhadap Anak Sesama 

Jenis”  

B.Rumusan Masalah  
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Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan 

Terhadap Anak Sesama Jenis dalam hukum positif indonesia ? 

2. Apa Ratio decidenci Hakim dalam Menerapkan Unsur “Memaksa” yang 

Terdapat dalam putusan nomor 1812/pid.sus/2021/Pn Palembang ? 

3. Bagaimana penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tindak 

Pidana Pencabulan  Di Masa Yang Akan Datang ? 

C.Tujuan Penelitian   

Dari identifikasi rumusan di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap 

pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Sesama Jenis dalam hukum 

positif indonesia  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis  dasar pertimbangan putusan Hakim 

dalam menerapkan unsur “memaksa” yang terdapat di dalam pasal 82 UUPA 

sudah sesuai dengan fakta hukum. (Putusan pengadilan negeri palembang : 

Nomor 1812/Pid.sus/2021/PN Plg) 

3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis penerapan Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak pada Kasus Pencabulan di masa yang akan datang . 
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Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang 

diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum 

Universitas Sriwijaya dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi 

ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater. 

D.Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat dari penelitian ini: 

1. Kegunaan Teoritis Bagi Ilmu Hukum Pidana: Hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu hukum pidana di masa depan, 

terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh 

orang dewasa terhadap anak.  

2. Kegunaan Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para 

praktisi hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, atau pembuat 

undang-undang. 

E.Ruang Lingkup Penelitian 

Sebagaimana pada judul tesis ini,maka agar masalah yang akan di bahas tidak 

melebar dan lebih sistematis ,ruang lingkup penelitian ini mienitik beratkan pada 

permasalahan yang dibahas ,maka yang menjadi titik berat pembahasaan dalam 

penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dan futuristik pada tindak pidana 

pencabulan anak sesma jenis dimasa yang akan datang. 
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F.Kerangka Teoritik 

I.Grand Theory 

Grand theory dalam penelitian Tesis  ini menggunakan teori keadilan dan teori 

kepastian hukum. 

a.Teori keadilan 

Pengertian keadilan menurut para ahli adalah sebagai berikut: Aristoteles 

menjelaskan keadilan sebagai suatu tindakan yang berada di antara memberi terlalu 

banyak dan memberi terlalu sedikit, yang berarti memberikan sesuatu sesuai dengan 

apa yang seharusnya diterimanya. Selanjutnya, hukum mengarahkan masyarakat pada 

nilai-nilai moral yang rasional, sehingga harus adil. Keadilan hukum sama dengan 

keadilan pada umumnya. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan timbal balik yang 

baik, di mana terdapat penghormatan dan kesetaraan terhadap pihak lain, 

dibandingkan dengan pihak lain.8 Selanjutnya, menurut Frans Magnis Suseno, 

keadilan adalah ketika manusia diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajiban 

masing-masing.  

Sementara menurut Notonegoro, keadilan adalah adil jika sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan sendiri merupakan bentuk dari kesamaan, 

yang terbagi menjadi dua, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proposional. 

Kesamaan numerik berprinsip bahwa semua orang setara di hadapan hukum, 

 
8 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.42 
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sedangkan kesamaan proposional berprinsip memberikan setiap orang hak yang 

seharusnya. Teori hukum keadilan dari Aristoteles diakui lebih mudah dipahami, 

sistematis, dan lengkap dibandingkan dengan teori-teori hukum lainnya, seperti Plato 

dan Socrates. 

b.Teori kepastian hukum 

Rancangan peraturan yang baik, seperti undang-undang, peraturan negara, dan 

peraturan negara, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-

pihak yang memerlukannya. Kepastian hukum merupakan suatu nilai yang secara 

hukum melindungi seluruh warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan. 

Dalam hal ini tanggung jawab penegakan hukum ada pada negara. Nilai tersebut erat 

kaitannya dengan peran negara dalam instrumen hukum positif dan penegakan hukum 

positif. Oleh karena itu, harus ada kepastian hukum dalam segala peraturan atau 

norma hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara guna 

terciptanya ketertiban.9 

Hukum tertulis sangat penting karena memberikan kepastian hukum yang 

diperlukan dalam perilaku setiap individu. Kepastian hukum adalah tujuan utama dari 

sistem hukum. Sejak gagasan pemisahan kekuasaan Montesquieu, perdebatan 

mengenai kepastian hukum telah ada dalam sejarah. Menurut Leon L. Fuller, ada 

beberapa asas yang harus dipenuhi agar nilai kepastian hukum tercapai. Pertama, 

 
9 Saut P.Panjaitan.2022.Dasar Dasar Ilmu Hukum. Jakarta.Erlangga.Hlm 115 
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sistem hukum harus terdiri dari aturan-aturan yang tidak didasarkan pada keputusan 

sesaat mengenai hal-hal tertentu. Kedua, aturan-aturan tersebut harus diketahui oleh 

masyarakat. Ketiga, ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh diterapkan secara 

retrospektif agar integritasnya tetap terjaga. Keempat, rumusan hukum haruslah dapat 

dimengerti oleh masyarakat. Kelima, ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh 

bertentangan satu sama lain. Keenam, hukum tidak boleh sering berubah. Dan yang 

terakhir, harus ada konsistensi antara peraturan hukum dan pelaksanaannya sehari-

hari.10 

Laporan yang menjadi dasar pemikiran dan referensi penulis adalah teori 

Gustav Radbruch. Menurutnya, asas kepastian hukum sangat mendasar. Hukum harus 

diimplementasikan dan dipatuhi secara aktif. Kata ini mempunyai arti bahwa asas 

kepastian hukum merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. 

Hukum harus secara adil mendefinisikan dan menegakkan hak-hak individu atau 

kelompok pada waktu dan tempat tertentu. Dengan demikian tujuan kepastian hukum 

tercapai, diterima masyarakat dan terjaminnya kepastian hukum dalam kehidupan 

masyarakat. 

Gustav Radbruch menjelaskan, teori kepastian hukum yang dikemukakannya 

mempunyai empat poin dasar berikut yang berkaitan erat dengan makna kepastian 

hukum itu sendiri. 

 
10 Ibid 
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1. Hukum itu positif, yaitu hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. 

2. Hukum didasarkan pada fakta. Dengan kata lain, hukum didasarkan pada 

kenyataan. 

3. Fakta-fakta yang terkandung atau termuat dalam undang-undang harus 

dirumuskan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan makna atau penafsiran 

dan mudah dilaksanakan. 

4. Hukum positif tidak mudah berubah.11 

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum menyatakan bahwa 

kepastian hukum itu sendiri merupakan produk hukum, lebih tepatnya produk hukum. 

Hukum harus tegas dan adil. Dengan kata lain, hukum yang jelas adalah suatu 

tindakan, dan keadilan adalah tindakan yang mendukung ketertiban dan dianggap 

wajar. Hukum hanya akan ditegakkan sesuai fungsinya jika aman dan adil. 

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto juga mengomentari perlunya kepastian 

hukum dalam beberapa hal: 

1. Kepastian hukum menjamin adanya aturan-aturan hukum yang jelas, 

konsisten dan mudah didapat atau diakses. Peraturan hukum ini harus 

dikeluarkan oleh otoritas publik dan memiliki tiga karakteristik: jelas, 

konsisten, dan mudah didapat. 

 
11 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) 

Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, 2010 , hlm 288. 
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2. Beberapa badan pemerintahan atau pemerintahan menerapkan undang-

undang secara seragam dan dapat dipatuhi atau dipatuhi. 

3. Prinsipnya adalah mayoritas warga suatu negara dapat menyepakati isi. 

Oleh karena itu, perilaku warga akan disesuaikan dengan peraturan yang 

dikeluarkan pemerintah. 

4. Sifat independen hakim artinya apabila hakim mampu menyempurnakan 

hukum, maka hakim tidak memihak dalam penerapan aturan hukum secara 

konsisten. 

5. Putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara konkrit. 

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukan, 

bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan 

kebutuhan yang ada pada masyarakat.Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum 

yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat 

mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.  

Teori kepastian hukum Jan M. Otto dapat disebut kepastian hukum realistis atau 

kepastian hukum realistis. Artinya, kepastian hukum dapat mengandaikan adanya 

keselarasan antara negara dengan masyarakat yang berorientasi pada pemahaman 

terhadap sistem hukum negara tersebut. 

Berbeda dengan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum 

merupakan salah satu tujuan hukum, Sudikno Mertkusmo menyatakan bahwa 
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kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan berfungsi dengan baik. 

Artinya kepastian hukum memberi hak pada masyarakat. Seseorang yang menerima 

putusan dari putusan pengadilan itu sendiri. 

Pak Sudikno juga menjelaskan bahwa kepastian hukum erat kaitannya dengan 

keadilan, namun hukum dan keadilan itu sendiri berbeda. Hukum mempunyai sifat 

yang umum, individualistis, dan menggeneralisasi, namun keadilan itu sendiri 

mempunyai sifat yang berbeda: bersifat subyektif, individualistis, dan tidak 

menggeneralisasi. Jelas dari hakikat hukum dan keadilan bahwa keadilan dan hukum 

adalah dua hal yang berbeda. 

Nusrhassan Ismail menyatakan bahwa kepastian hukum memerlukan adanya 

upaya pengaturan hukum dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pihak-pihak 

yang berwenang dan kompeten. Oleh karena itu, peraturan yang dibentuk dapat 

mempunyai dimensi hukum dan menjamin bahwa hukum bertindak sebagai peraturan 

yang harus ditaati oleh masyarakat dan warga negara. 

Pandangan lain mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound 

dalam buku Pengantar Hukum karya Peter Marzuki, dimana kepastian hukum 

mempunyai dua pengertian: 

1. Tindakan apa yang harus kita ambil, apa yang bisa kita lakukan, dan apa 

yang tidak bisa kita lakukan? 
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2. Kedua, adanya aturan-aturan umum memungkinkan individu untuk 

memahami apa yang diperbolehkan atau dilakukan oleh negara terhadap 

setiap individu dalam bentuk jaminan hukum bagi setiap individu terhadap 

kesewenang-wenangan negara. Kepastian hukum maksudnya adalah 

putusan hakim yang konsisten dan pasti antara satu putusan dengan 

putusan lainnya dalam perkara yang sama. Kepastian hukum tidak hanya 

ada dalam bentuk ketentuan hukum saja.12 

Kepastian hukum memberikan harapan bagi para pencari keadilan yang merasa tidak 

berpihak pada keadilan. Kepastian hukum menjadikan jelas hak dan kewajiban setiap 

orang sebagai warga negara. Tanpa kepastian hukum, tanpa barometer yang jelas 

apakah suatu tindakan benar atau salah, maka tidak ada cara untuk mengendalikan 

perilaku masyarakat. Namun kepastian hukum bukan satu-satunya syarat mutlak yang 

harus dipenuhi jika ada faktor lain. Oleh karena itu, dalam membuat undang-undang, 

pertimbangan seperti keadilan dan kepentingan dapat diperhatikan dan disesuaikan 

dengan kondisi dan keadaan. 

II.Middle Range Theory 

Dalam karya ini, teori jarak menengah menggunakan teori tanggung jawab. 

Akuntabilitas berasal dari kata tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah suatu keadaan yang mengharuskan 

 
12 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2008, hlm 137. 
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seseorang menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu, ia dapat dituntut, 

disalahkan, atau digugat). Oleh karena itu, hak fungsional menanggung beban sikap 

seseorang atau pihak lain.13  

Di sisi lain, akuntabilitas mengacu pada tindakan bertanggung jawab atas 

sesuatu (misalnya sesuatu). 

Demi pengertian dan praktek, istilah tanggung jawab merujuk pada tanggung 

jawab hukum, yaitu tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek 

hukum, sedangkan istilah tanggung jawab merujuk pada tanggung jawab politik. 

Dalam terminologi administratif, tanggung jawab adalah kewajiban individu untuk 

melakukan apa yang diminta dengan baik..14 

Akuntabilitas juga berarti bahwa masyarakat mempunyai kebebasan untuk 

melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, namun mereka tidak dapat 

melepaskan diri dari akibat dan akibat dari kebebasan bertindaknya, dan mereka juga 

tidak dapat melaksanakan dengan baik apa yang telah dipercayakan kepada mereka 

ini berarti Anda mungkin diminta untuk melakukannya. Saya melakukan apa yang dia 

minta..15 

 
13 H. Muhammad Syarif Nuh. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. MMH, 4(1), 50–58. file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-

hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerahdalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf 
14 Andriansyah. Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama), Jakarta: Raih 

Asa Sukses.2005.hlm 40 
15 3 Ridwan H R. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo 

Persada.2006.hlm 123 



19 
 

 
 

Tangungjawab (responsibility) (tanggung jawab) merupakan pencerminan 

tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan 

penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau 

mentalnya16 . Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian 

dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain 

mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan17. Keputusan ini diyakini dipandu oleh 

kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam pengertian hukum bukan berarti 

tanggung jawab yang menyangkut gejolak mental yang bersifat sementara atau 

pengaruh yang tidak disadari, melainkan tanggung jawab yang benar-benar berkaitan 

dengan hak dan kewajiban. 

Tanggung jawab adalah sesuatu yang dapat mempertanggungjawabkan suatu 

kewajiban dan mencakup keputusan, keterampilan, kesanggupan, dan keterampilan. 

Tanggung jawab juga berarti kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap undang-

undang yang ditetapkan untuk memperbaiki atau mengganti kerugian yang 

ditimbulkan18. 

Tanggung jawab adalah tindakan yang memalukan secara sosial, dan orang 

yang melakukannya harus mengambil tanggung jawab. Agar pertanggungjawaban 

pidana ada, pertama-tama perlu diperjelas siapa yang bertanggung jawab. H. Pertama 

 
16 Didik Endro Purwoleksono Hukum Pidana (cetakan pertama), Surabaya: Airlangga 

University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP).2006.hlm 53 
17 H. Muhammad Syarif Nuh, Op.cit. hlm. 67. 
18  Ridwan H R, Op.cit. hal. 23. 
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kita harus menentukan siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Roslan Saleh 

mengatakan: 

Pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana 

terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan 

hukum..19 

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep 

kewajiban. Ketika seseorang secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan 

tertentu, berarti ia dapat dikenakan sanksi jika ia berbuat bertentangan dengan hal 

tersebut. Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang sering kali disebabkan karena 

orang tersebut telah melakukan suatu kesalahan (nakal) melalui perbuatannya dan 

oleh karena itu ia bertanggung jawab atas hal tersebut. 

Menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari persoalan 

tanggung jawab jabatan.:20 

a) Teori Fautes Personalles adalah konsep yang menyatakan bahwa kerugian 

yang dialami oleh pihak ketiga harus ditanggung oleh individu yang 

bertanggung jawab atas perbuatan yang menyebabkan kerugian tersebut. 

 
19 Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru, Jakarta. 

1990. Hal. 80 
20 Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris 

Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. Lentera Hukum, 5(2), 323–340. 

https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.733 
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Dalam teori ini, tanggung jawab moral diberikan kepada manusia sebagai 

individu. 

b) Teori Fautes de Services adalah konsep yang menyatakan bahwa kerugian 

yang dialami oleh pihak ketiga harus ditanggung oleh lembaga publik 

yang terlibat. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan kepada institusi 

tersebut. Besarnya kerugian yang harus ditanggung juga akan disesuaikan 

tergantung pada tingkat kelalaian yang dilakukan, serta keseriusan dari 

kelalaian tersebut yang akan mempengaruhi tingkat tanggung jawab yang 

harus ditanggung. 

 

Di sisi lain, teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen menyatakan bahwa 

seseorang secara hukum bertanggung jawab atau berkewajiban atas suatu perbuatan 

tertentu, yang berarti harus memikul beban tanggung jawab. Lebih lanjut, Hans 

Kelsen berpendapat bahwa subjek bertanggung jawab atau berkewajiban secara 

hukum atas suatu perbuatan tertentu artinya harus menanggung sanksi jika melakukan 

perbuatan yang melanggar hukum. Hans Kelsen juga menyatakan bahwa meskipun 

kesalahan, baik berbahaya atau tidak, biasanya tidak seberat kesalahan yang memiliki 

konsekuensi merugikan melalui antisipasi dan kesengajaan, kesalahan tersebut 

dianggap sebagai jenis kesalahan yang berbeda (kelalaian)..21 

 
21 ibid, hal. 65-71 
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Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:22 

1) Seorang individu harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri atas 

pelanggaran yang dilakukannya. 

2) Tanggung jawab bersama berarti bahwa seseorang harus bertanggung 

jawab atas tindakan melanggar yang dilakukan oleh orang lain. 

3) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah ketika seseorang 

bertanggung jawab atas pelanggaran yang disengaja dan dimaksudkan 

untuk menimbulkan kerugian. 

4) Tanggung jawab mutlak berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab 

atas pelanggaran yang tidak disengaja dan tidak terduga yang 

dilakukannya. 

III. Applied Theory 

Dalam penelitian ini, kami menggunakan teori musyawarah hakim sebagai 

teori terapan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, hakim mempunyai kebebasan dalam segala perkara pidana. Pasal 1 

menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan suatu negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan hukum guna memelihara hukum dan keadilan 

sesuai dengan pengamalan Pancasila. Supremasi Hukum di Republik Indonesia. 

Pengambilan keputusan sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan yang 

dipertimbangkan dan diadili oleh hakim. Hakim harus mampu menangani dan 
 

22 ibid, 
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mengolah data yang diperoleh selama persidangan, termasuk bukti tertulis, saksi, 

tuduhan, pengakuan, dan sumpah yang diungkapkan dalam persidangan. Oleh karena 

itu, keputusan dapat diambil berdasarkan tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, 

profesionalisme dan objektivitas. 

Yang terpenting dalam memutus suatu perkara adalah kesimpulan hukum 

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, hakim harus 

mempelajari nilai-nilai dan mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh 

hakim antara lain peraturan hukum dan peraturan pelaksanaannya, tidak gramatikal 

(common law), keputusan desa, ilmu hukum, ilmu pengetahuan, atau ajaran/ajaran 

profesi..23 

Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan apakah peristiwa yang dipaparkan 

itu benar adanya dan mampu memutuskan atau membuat undang-undang. Secara 

khusus, hakim harus mengikuti tiga langkah ketika memutus suatu perkara: 

1. Kebenaran yang sebenarnya terjadi diakui melalui pernyataan tuntutan 

penggugat, kemudian peristiwa itu dibuktikan dan mengarah pada suatu 

peristiwa tertentu. 

2. Untuk menetapkan suatu peristiwa tertentu sebagai peristiwa hukum. 

 
23 R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi,Bandung, Mandar Maju, 2005, 

Hlm. 146. 
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3. Setelah peristiwa hukum terjadi, hakim mengambil keputusan, menetapkan 

undang-undang, atau memberikan hak kepada yang berhak atas hukum. 

Oleh karena itu, hakim harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mampu 

memberikan penilaian yang obyektif kepada pihak-pihak yang berperkara agar dapat 

menemukan penyelesaian yang adil bagi mereka. Dalam hal ini hakim berperan 

sebagai pihak ketiga yang harus netral, sehingga hakim tidak boleh memihak salah 

satu pihak dalam mengambil keputusan. Keputusan hakim sangat penting untuk 

menyelesaikan perkara perdata. 

Putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam suatu 

persidangan untuk memberikan penyelesaian kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

suatu perselisihan atau perselisihan. Oleh karena itu, putusan hakim sangat penting 

dalam mencari penyelesaian akhir yang adil bagi pihak-pihak yang haknya dilanggar. 

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan isi alat bukti 

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara, dan sebagai hakim 

harus mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Semua pihak dapat dan harus 

didengarkan. Penghormatan terhadap hakim sangat penting untuk menjaga integritas 

dan keadilan sistem peradilan. 

G.Metode Penelitian 

 1. Jenis Penelitian 
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Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yuridis, yaitu 

penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk 

memeriksa peraturan hukum yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. 

Bahan-bahan dari jenis penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan ini disusun secara sistematis, dikaji, 

dibandingkan, dan ditarik kesimpulan dalam kaitannya dengan masalah hukum yang 

dibahas. 

2.Sifat Penelitian 

“Jenis penelitian yang dilakukan penulis karya ini adalah penelitian deskriptif analitis, 

yaitu sifat ilmu terapan. Fikih dipelajari untuk praktek hukum, yaitu apa yang 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan tertentu? bertujuan untuk memberikan saran 

mengenai apa yang harus dilakukan. 

3.Tipe Penelitian  

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu 

penelitian yang berfokus pada putusan Pengadilan Negeri Palembang (nomor 

1812/Pid.sus/2021/PN Plg). Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam 

penelitian ini (statutory pendekatan). pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. 

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang 

dikemukakan oleh para ahli hukum dalam laporannya. 

4.Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
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  Dalam penelitian hukum ini melakukan inventarisasi dan bahan hukum primer 

,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier .yang bahan bahan hukum meliputi 

sebagai berikut : 

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang bersifat auoritatif, 

artinya mempunyai otoritas.24 Adapun bahan hukum primer terdiri dari:  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak  

d.putusan nomor 1812/pid.sus./2021/Pn Plg 

e.wawancara langsung Hakim ke pengadilan negeri prabumulih 

         2. Bahan Hukum Sekunder  

Semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi dianggap sebagai 

bahan sekunder dalam penelitian ini. Ini termasuk literatur, buku, artikel, majalah, 

pendapat ahli hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. 

 3.Bahan Hukum Tersier 

 
24  ibid 
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Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasaan  terhadap bahan hukum priemer maupun tersier misalnya 

kamu hukum,kamuss bahasa indoneia dan lainya 

5.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Cara mengumpulkan bahan hukum dalam penulisan Tesis adalah dengan melakukan 

penelitian kepustakaan. Metode ini menggunakan studi dokumen untuk 

mengumpulkan fakta-fakta dari sumber-sumber bacaan seperti buku, jurnal ilmiah, 

dan media elektronik. Setelah itu, fakta-fakta tersebut disusun secara sistematis dan 

dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang ingin diungkapkan. 

6.Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

Untuk memulai proses pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini, bahan 

hukum yang dikumpulkan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa bahan 

tersebut lengkap, mudah dipahami, dan sesuai dengan topik penelitian. Peneliti 

kemudian membuat catatan tentang jenis sumber hukum. Selain itu, bahan hukum 

saat ini disusun kembali dengan cara yang masuk akal, berurutan, dan teratur 

sehingga mudah dipahami dan ditafsirkan. Langkah terakhir adalah kodifikasi bahan 

hukum. H. Susunan bahan hukum menurut urutan bukti dan masalahnya25 

Bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis. Artinya, sumber 

hukum primer dianalisis secara normatif, sumber hukum sekunder dianggap berkaitan 

 
25 Jhony Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayu Media 

Publishing, 2006,hlm. 126 
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dengan permasalahan yang dibicarakan, dan sumber hukum tersier dianalisis secara 

harafiah. 

7.Teknik Penarikan kesimpulan 

 Dalam karya ini, dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, 

yaitu mengubah kesimpulan dari suatu argumen umum menjadi kesimpulan khusus, 

guna menjawab tujuan yang diinginkan, yaitu rumusan. Proses yang berlangsung 

secara deduktif bersifat spesifik karena apa yang dikatakan secara umum berlaku 

secara khusus. Norma hukum umum dijelaskan sebagai norma hukum khusus, 

sehingga dapat ditafsirkan dan diturunkan berdasarkan norma hukum khusus untuk 

merekonstruksi tindak pidana pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh orang 

dewasa terhadap anak.. 
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